BAB |11

KEKUATAN TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM
ACARA PERDATA

A. Sekilastentang Hukum Acar a Perdata
1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum materiil di Indonesia, baik yang termuat dalsuatu bentuk
perundang-undangan maupun yang tidak tertulis, padcan pedoman atau
pegangan ataupun penuntun bagi seluruh warga naksyadalam segala
tingkah lakunya di dalam pergaulan hidup, baikp@useorangan, masyarakat
maupun dalam bernegara.

Dalam hal ini diperlukan suatu bentuk perundangamgdn yang akan
mengatur dan menetapkan tentang cara bagaimandsaedkan hukum
materiil ini. Hukum yang mengatur tentang cara mertghankan dan
menerapkan hukum materiil ini, dalam istilah hukwehari-hari dikenal
dengan Hukum Formil atau Hukum Acdra.

Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditgathukum
perdata materiil. Ketentuan hukum acara perdataa pachumnya tidak
membebani hak dan kewajiban seperti yang kita juieiglam hukum materiil
perdata, tetapi melaksanakan dan mempertahankameaegakkan kaidah

hukum materiil perdata yang ada atau melindungigeakeorangah.

1 M. Nur RasaidHukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, him. 2.
2 Sudikno Mertokusumd-ukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002, him. 2.
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Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., hukaoara perdata
adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimanancamg@amin ditaatinya
hukum perdata materiil dengan perantara hakim.

Sebagaimana halnya Wiryono Prodjodikoro berpendapéum acara
perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yamguat cara bagaimana
orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadian cara bagaimana
pengadilan itu harus bertindak satu sama lain umtalaksanakan berjalannya
peraturan-peraturan hukum perdata.

Adapun R. Subekti juga berpendapat, hukum acarami&mgabdi
kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya s@@kembangan dalam
hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengaenyesuaian hukum
acaranya.

Sedangkan Soepomo seorang ahli hukum adat memyliskdam
peradilan perdata tugas hakim ialah mempertaham&in hukum perdata
(burgerlijke rechtsorde), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam
suatu perkara.

Dengan demikian disimpulkan, bahwa hukum acaragbarddalah
rangkaian peraturan-peraturan yang membuat carairbaga orang harus
bertindak terhadap dan di muka pengadilan dank=gaimana pengadilan itu
harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakgalannya peraturan-
peraturan hukum perdata.

Sehingga nampak terdapat hubungan yang erat ani&tam perdata

(hukum formil) dengan hukum acara perdata (hukunteni. Secara garis

3 M. Taufiq MakaraoPokok-Pokok hokum Acara Perdata, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, him. 5.
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besar dapat dikemukakan bahwa hukum acara perdafangsi untuk
mempertahankan atau menegakkan hukum perdata agaar-ienar

bermanfaat untuk semua warga

. Sejarah Hukum Acara

Berbicara mengenai hukum acara perdata, perlu maikgn dua hal
yaitu sejarah ketentuan perundang-undangan yangatenhukum acara di
peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indanesi

Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mendatiang
hukum acara di lingkungan peradilan umum adéatinziene Indonesich
Reglement (HIR). HIR mengatur tentang acara di bidang perdadan di
bidang pidana. Dengan berlakunya UU No. 8 Tahunll@®tang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lgaasal yang
mengatur hukum acara pidana dalam HIR dinyatakiak therlaku.

Nama semula darHerziene Indonesich Reglement (HIR) adalah
Inlandsch Reglement (IR), yang berarti Reglemen Bumiputera. Perand&ng
itu adalah Mr. Wichers, waktu itu presiden dari gerechtshof, yaitu badan
pengadilan tertinggi di Indonesia di zaman kolomalanda. Dengan surat
keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggas&mber 1846 No. 3,
Mr. Wichers tersebut diberi tugas untuk merancaefpuah reglement
(peraturan) tentang “administrasi, polisi sertaspeopidana” bagi golongan
bumi putera. Dalam waktu singkat kurang dari satbuh, Mr. Wichers
berhasil mengajukan sebuah rencana peraturan peafata dan pidana, yang

terdiri atas 432 pasal.
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Reglement Indonesia atau IR ditetapkan deng@zuvernements
Bedluit (keputusan Pemerintah), tanggal 5 april 1848 tstéed 1848 No. 16
dengan sebutaReglement op de uitoefening van de Indonesier en de vreemde
Oosterlingen op Java en Madura atau lazim disebutlet Inlands Reglement.
Disingkat IR dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848.

Pembaharuan IR menjadi HIR Tahun 1941 (staatsbia4ll-24)
ternyata tidak membawa perubahan suatu apa punhugaan acara perdata
di muka pengadilan negeri. Yang dinamakan pembarpada IR itu
sebetulnya hanya terjadi dalam bidang pidana se@angkan dalam hukum
acara perdata tidak ada perubahan. Terutama peambdatu mengenai
pembentukan aparatur kejaksaan atau penuntut ur@pemtfare Ministries)
yang berdiri sendiri dan langsung berada di bawahpipan Procureur
General, sebab dalam IR apa yang dinamakan jakspaitla hakikatnya
adalah seorang bawahan dari asisten residen, ysgtrang pajabat
pamongraja. Jadi jaksa waktu itu adalah lain sedalipada penuntut umum
bagi golongan Eropa, yang betul-betul merupakatusaaratur negara yang
merdeka dan terdiri ata®fficieren van Justitie yang semuanya sarjana
hukum. Keadaan tersebut oleh pemerintah kolonidbr8la sudah lama
dirasakan sebagai suatu penghinaan bagi golongadugek asli, maka
sewaktu timbul kegoncangan di kawasan Samuder&kPdsngan pecahnya
perang Timur Asia, demi untuk mengikat bangsa leda@ pemerintah
kolonial Belanda memberikan hadiah berupa kejak§@penbare Ministerie)

yang berdiri sendirizklfstanding). Dengan dimulai di kota-kota besar seperti
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Jakarta, Semarang dan Surabaya, secara berangsur-ahdirikan Parket
van de Officer van Justitie bij de landraad Tahun 1941.

Pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan dualiskemhunaka
pengadilan di bagi atas peradilan gubernemen damaditen pribumi.
Pengadilan gubernemen untuk orang Eropa adalahd Raa Justitie, dan
Hoogerechtshof. Sedangkan pengadilan untuk orangifuera adalah:
Landraad, dan Raas van Justitie.

Peradilan Gubernemen di Jawa dan Madura di saakmhn di luar
Jawa di lain pihak. Untuk orang Bumiputera di Jatee Madura dikenal
pengadilan Districtgereccht, Regenschapgerechtaditan swapraja yaitu
peradilan di daerah swapraja yang mana di Jawdigageradilan swapraja
yaitu Surakarta; Yogyakarta dan Mangkunegara, gemadilan pribumi yaitu
peradilan orang pribumi di daerah yang diperintaigsung.

Bagi orang Bumiputera di luar Jawa dan madura gliganal beberapa
peradilan yaituNegorijrecht Bank (khusus Ambon)Districtgerecht (khusus
Bangka-Belitung, Manado, Sumatera Barat, Tapamian Banjarmasin-Ulu
sungai), Magistraats gerecht, dan Landgerecht.

UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiragaald berisi
bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negagamerdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum kkadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negakam Republik
Indonesia. Sedangkan pasal 10 ayat (1) menyataldmveb kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badamadian yang
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berada di bawahnya, dan oleh Mahkamah KonstitusngYdimaksud badan

peradilan yang berada di bawah mahkamah agung oteayat (2) meliputi:

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama

C. Peradilan Militer

d. Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Sumber Hukum Acara
Berdasarkan ketentuan yang telah dimuat dalam pasdhdang-
Undang darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka hukum apardata yang
berlaku di Negara Indonesia yaitu yang termuatum:
a. Het Herziene Indonesich Reglement (HIR/Reglemenoriedia yang
diperbaharui, S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) udagtah Jawa dan Madura.
b. Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg./ReglemenabaBeberang, S.

1927 No. 227) untuk daerah di luar Jawa dan Ma8ura.

Namun demikian, dalam kenyataan pelaksanaan hukeimRengadilan
dewasa ini, sebagian besar digunakan Reglemen dés@goyang diperbarui atau
RIB (HIR) bagi seluruh Indonesia.

Selain ketentuan yang tersebut di atas, dapatdyaldikan sumber hukum
acara perdata antara lain:

a. RV (Reglement of de Burgerlijke Rechtsvorderinggtdpi ketentuan ini
sekarang sudah tidak berlaku lagi, kecuali apddglaar-benar dirasa perlu

dalam praktek peradilan.

* Nur RasaidQp. Cit., him.
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. RO (Reglement of de Rechterlijke Organisatie in Bieleid der Justitie in
Indonesie/Reglemen tentang organisasi Kehakimal84&. No. 23).

. BW Buku IV, dan selebihnya yang terdapat tersebamd BW dan Peraturan
Kepailitan.

. UU Nomor 14 yahun 1970, tentang Ketentuan Bandintuk)/Daerah Jawa
dan Madura.

. Yurisprudensi, contohnya adalah putusan MA tang@dahpril 1971 No. 99
K/Sip/1971, yang menyeragamkan hukum acara dalacean bagi
mereka yang tunduk pada BW.

Adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalatakmkan pemeriksaan
perkara perdata.

. Perjanjian Internasional, contohnya yaitu perjankarja sama di bidang
peradilan antara republic Indonesia dengan Kerajaaiand (KEPRES No.
6 Tahun 1978), yang isinya antara lain memuat tgnéalanya kesepakatan
mengadakan kerja sama dalam menyampaikan dokumemen Pengadilan
dan memperoleh bukti-bukti dalam hal perkara.

. Perkara hukum perdata dan dagang.

Doktrin atau ilmu pengetahuan, sebagai sumber tebgldm dapat menggali
hukum acara perdata.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang manpakum acara

perdata dan hukum perdata materiil.
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Mengenai doktrin dan surat edaran ini bukanlah hykumelainkan
sumber hukum tempat kita dapat menggali hukum.tdadadap doktrin dan surat

edaran ini hakim tidaklah terikat seperti terhaslamber yang lain.

B. Saksi dalam Hukum Acara Perdata
1. Pengertian dan Ketentuan dalam Undang-Undang

Saksi ialah orang yang memberikan keteranngan &armpersidangan
dengan memenuhi syarat-syarat tertentu mengendu Sueristiwa atau
keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alamiigesgbagai bukti terjadinya
peristiwa atau keadaan tersebut.

Menurut prof. Sudikno Mertokusumo S.H. bahwa kesaksdalah
kepastian yang diberikan kepada hakim di persidatgatang peristiwa yang
disengketakan dengan jalan pemberitahuan secaradan pribadi oleh orang
yang bukan salah satu pihak perkara, yang dipadggersidangan.

Kesaksian hanya mengenai peristiwa-peristiva yaatpmi sendiri
oleh saksi. Hal ini disimpulkan dari pasal 171 &/&tIR dan pasal 308 ayat 2
RBg yang mengatakan, bahwa suatu pendapat atsaangkesan seorang yang
didapat secara berpikir, tidak dianggap sebagaalstsn. Ayat 1 dari pasal
tersebut menentukan, bahwa saksi harus memberakgtn, bagaimana ia
dapat mengetahui hal sesuatu yaitu apakah ia rhekmaliri, atau mendengar
sendiri atau merasakan sendiri hal sesuatu yangjulkan sebagai suatu

kejadian®

® Mukti Arto, Op. Cit., him. 165.

® Wiryono prodjodikoroHukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, Cet. 7,
1978, him.115.



36

Saksi dimaksud kemungkinan pada waktu peristiwaabgsung
secara kebetulan di tempat kejadian atau saksagedgindang pihak-pihak
yang bersangkutan untuk melihat dan mendengdrnya.

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan datgaias hal yang
tidak dikecualikan oleh undang-undang. Jadi padssipnya alat bukti saksi
menjangkau semua bidang dan jenis sengketa pekeatali apabila undang-
undang sendiri menentukan sengketa hanya dapdttittdnn dengan akta atau

alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidtdpat diterapkan.

2. Hukum menjadi Saksi

Menjadi saksi merupakan kewajiban hukum yang hkarsifemaksa.
Dalam perkara perdata, bertitik tolak dari ketentpasal 139-143 HIR, pasal
165-170 RBG pada prinsipnya menganut sistem bahergaai saksi dalam
perkara perdata adalah kewajiban hukum tetapi filiglerative dalam segala
hal®

Saksi dalam perkara perdata tidak menghadap desgadirinya,
tetapi mereka ditunjuk oleh satu pihak atau olekirhadan dipanggil oleh
hakim? Sesuai dengan asas, yang wajib menyediakan sisihapihak yang
berperkara.

Dalam perkara perdata mendatangkan saksi selasnirasaatif para
pihak yang berperkara, dalam pasal 139 ayat (2) jdg& mengatur saksi

didatangkan atas inisiatif hakim yang memeriksahkarjabatannya.

" M. Yahya HarahapHukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
pembuktian, dan Putusan pengadilan) Jakarta: Sinar Grafika, 2008, him. 623.

8 Gatot Sopramond{ukum pembuktian di Peradilan Agama, Bandung: Alumni, 1993, him. 30.

® NR. A. Pitto,Pembuktian dan Daluwarsa, Intermasa, 1986, him. 112.
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Seorang saksi yang tidak datang menghadap ke aegad pada hari
yang telah ditentukan, sebagai konsekuensinyahakdm oleh pengadilan
untuk membayar biaya pemanggilan yang telah dikkdia Hal tersebut
menunjukkan bahwa menjadi saksi di muka persidangarupakan suatu
kewajiban bagi seseorang. Dan jika menolak dapahuit dalam perkara
pidana berdasarkan pasal 522 KUHP.

Menurut undang-undang tersebut orang itu dapat kdinu untuk
membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan untaknamggil saksi. Secara
paksa dibawa ke muka pengadilan, serta dapat dkkasu dalam
penyanderaagijzeling (lihat pasal 140, 141 dan 148 RIB).

Jadi secara umum, menjadi saksi dalam perkara tperdarupakan
kewajiban hukum yang harus ditaati setiap orangagalBagi yang tidak
menaatinya, dapat dihadirkan dengan paksa olekeltaasaan Negara.

Mengenai tata cara pelaksanaan pemaksaan saksi nueme
kewajiban, merujuk kepada ketentuan pasal 139-1&2 $€bagai berikut.

a. Syarat formil
Syarat formil yang menempatkan saksi berada padadkdan
memberi kesaksian sebagai kewajiban hukum (legébailon) yang
bersifat memaksa (compellable), adalah sebagdiuieri
a) Saksi berdomisili di wilayah hukum PN yang memeaikserkara

tersebut

19 Gatot Sopramono, Op. Cit., him. 31.
M R. SubektiHukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980, him. 39.
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Syarat pertama, saksi berdomisili atau bertempaggél di
wilayah hukum PN yang memeriksa perkara. Jika sbksilomisili
atau bertempat kediaman di luar wilayah hukum Phiyyaemeriksa
perkara atau bertempat tinggal di luar negeri, Iph43a ayat (1) HIR
membebaskan saksi dari kewajiban hukum untuk tthgiersidangan
memberi keterangan.

Saksi mempunyai kedudukan yang urgen dan relevan

Syarat kedua, agar seseorang saksi berada dalami pos

memikul kewajiban hukum memberi keterangan sebsajesi, bertitik
tolak dari pasal 139 ayat (1) HIR. Menurut pasal seseorang
memiliki kewajiban hukum menjadi saksi dalam peakgrerdata,
apabila keterangan yang akan diberikan sangat udgen relevan
dikaitkan dengan menempatkan saksi berada dalamsi poemikul
kewajiban hukum memberi keterangan sebagai saksi:
Saksi tidak mau hadir secara sukarela

Syarat ketiga, diatur pada pasal 139 ayat (1) HEhgy
m,engatakan jika penggugat atau tergugat hendakeguobékan
kebenaran dalil gugat atau dalil bantahan deng&si-saksi, tetapi
tidak dapat menghadirkan secara sukarela, sesuagade yang
digariskan pasal 121 ayat (1) HIR, maka pihak yhakepentingan
dapat meminta kepada hakim atau PN untuk mengleadidaksi

tersebut di persidangan. Berdasarkan permintaan ftakim
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mengeluarkan perintah kepada juru sita untuk megibegksi hadir

di sidang pengadilan pada hari yang ditentukan.

b. Tata cara Pelaksanaan Pemaksaan

Tentang tata cara menghadirkan saksi yang tidak dwang

dengan sukarela, diatur dalam pasal 139-142 HIRdd&arkan pasal-

pasal dimaksud dapat dijelaskan tata cara pela&sar@emaksaan

menghadirkan saksi.

a)

b)

Meminta kepada PN untuk menghadirkannya

Langkah pertama, ada permintaan kepada PN dark piag
berkepentingan, agar PN menghadirkan saksi megalggilan resmi
oleh juru sita.

Selama tidak ada permintaan dari pihak yang berkemman,
hakim tidak boleh mengambil inisiatif memanggil e saksi untuk
kepentingan salah satu pihak. Apabila tidak adanpgaan, hakim
tetap berpegang pada penggarisan pasal 123 ayaHIR)yang
membebankan kewajiban menghadirkan saksi kepaddakupara
pihak yanmg berperkara.

Hakim mengeluarkan perintah pemanggilan

Hal ini ditegaskan dalam pasal 139 ayat (1) HIR.tuldn
memenuhi permintaan menghadirkan saksi di persagngakim
mengambil tindakan berikut.

(1) Hakim mengundurkan pemeriksaan sidang
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Jika berdasar penilaian dan pertimbangan hakinrdesgan
yang akan diberikan saksi sangat urgen dan relgamneriksaan
persidangan dimundurkan pada hari yang akan dapaug hari
pengunduran nama saksi tersebut diharapkan hadmbere
keterangan.

(2) Mengeluarkan perintah pemanggilan

Bersamaan dengan tindakan pengunduran sidang, hakim
memerintahkan juru sita untuk memanggil saksi seqaatut.
Berdasar perintah itu, juru sita membuat dan mepygkan relas
panggilan, yang berisi perintah kepada saksi agdir pada sidang
yang telah ditentukan untuk memberi keteranganniglarkara
yang sedang diperiksa.

Syar at-syarat Saksi
Seperti halnya alat bukti pada umumnya, alat bkéterangan saksi pun
mempunyai syarat formil dan materiil. Menurut Hukéwsitif di Indonesia, saksi
harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagakhit:
a. Syarat formil
1) Berumur 15 tahun ke atas.
2) Sehat akalnya
3) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluargansia dari salah
satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecualdang-undang

menentukan lain.

12 Mukti Arto, Op. Cit., him. 165.
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4) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah saal pileskipun sudah
bercerai (pasal 145 (1) HIR);

5) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihadademenerima upah
(pasal 144 ayat (2) HIR), kecuali undang-undangentrkan lain.

6) Menghadap di persidangan (pasal 141 (2) HIR);

7) Mengangkat sumpah menurut agamanya (pasal 147 HIR);

8) Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksigatu peristiwa,
atau dikuatkan dengan alat bukti lain (pasal 16B)Hkecuali mengenai
perzinaan..

Menurut hukum asalnya, saksi sebagai alat buktuguk orang
sebagai syarat hukum alat pembukfiarketerangan seorang saksi saja
tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagailptmian yang cukup.
Pada pasal 169 HIR, 306 RBG, disebutkan seorang $akan saksi
(unus testis nullun testisj.

Tetapi keterangan seorang saksi saja, jika dagmdraiya oleh
hakim bersama dengan satu alat bukti lainnya bapatdmerupakan alat
bukti yang sempurna misalnya dengan persangkaam pgéagakuan
tergugat'®

9) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satua(dai! (1) HIR);

10)Memberi keterangan secara lisan (pasal 147 HIR).

13 Roihan,Op. Cit., him. 156.

4 Sudikno Mertokusumd)p. Cit., him. 162
*1bid, him. 163.

16 Mukti Arto, Op.Cit., him. 165-166.
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b. Syarat Materiil
Syarat-syarat materiil pada alat bukti saksi adalah

1) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan iaiadandiri (pasal 171
HIR/308 R.Bg).

2) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwvangsa{71 (1)
HIR/pasal 308 (1) R.Bg).

3) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksrisgrasal 171 (2)
HIR/pasal 308 (2) R.BQ)..

4) Saling bersesuaian satu sama lain (pasal 170 HIR)

5) Tidak bertentangan dengan akal séhat.

Pada prinsipnya setiap orang wajib menjadi saksi skamua orang
cakap juga dapat bertindak sebagai saksi. Namuikdgnuntuk memelihara
objektifitas saksi dan kejujuran saksi, maka adangiorang tertentu yang
oleh undang-undang tidak boleh didengar sebagai sakagai dasar untuk
memutus perkara, karena ada hubungan tertentu mlep@a pihak, atau
karena keadaan terteritu.

Orang yang tidak boleh didengar sebagai saksialanya adalah:

a) Golongan yang secara mutlak dianggap tidak mamptntek sebagai
saksi, yaitu:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurutikatuyang lurus

dari salah satu pihak. Hal ini tertuang dalam padal (1) sub le HIR,

pasal 1910 (1) KUH Perdata.

7 | bid.
81hid., him. 167.
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Larangan ini oleh pembentuk undang-undang di dasgpkda
pertimbangan bahwa:
a. Mereka itu tidak akan objektif dalam memberi ketejan
b. Untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereiathaik
c. Untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau tinyaulrasa
dendam di antara mereka
Walaupun begitu dalam perkara-perkara tertentu kaere
mampu untuk bertindak sebagai saksi seperti:
a. Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdatakah
satu pihak
b. Dalam perkara-perkara mengenai pemberian nafkamasek
pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan anak y@eigm
dewasa
c. Dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujubnmpen’®
2. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun si@aberai. Hal ini
tertuang dalam pasal 145 (1) sub 2e HIR, pasal {B1KRUH Perdata.
b) Golongan yang secara relatif dianggap tidak mamguinoak sebagai
saksi, yaitu:
1. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun
2. Orang gila (sakit ingatan), sekalipun kadang-kadangatannya
terang. Hal ini diatur dalam pasal 145 (1) sub 48, Hbasal 1912 (1)

KUH Perdata.

19 Teguh Samuderajukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Bandung: Alumni, 1992, him. 67
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Dalam hal ini pasal 1912 (2) KUH Perdata selanjatmenentukan bahwa
bagi mereka, hakim bebas untuk mendengar keteraggadengan tidak di
bawah sumpah dan keterangan-keterangan mereka rdiagggap sebagai

penjelasan belakd.

Testimonium De Auditu dalam Hukum Acara Perdata

Pada uraian sebelumnya tentang syarat materiii sek&gai alat bukti
berdasarkan pasal 171 HIR, pasal 1970 KUH Per#latarangan yang diberikan
harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas. ubalpes pengetahuan yang
dibenarkan hukum harus merupakan pengetahuan,ilpatagl, atau pendengaran
yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejagiany berhubungan dengan pokok
perkara yang disengketakan para pihak.

Adapun terdapat istilafiestimonium De Auditu adalah keterangan karena
mendengnar dari orang lain yang disebut juga késakislak langsung*

Menurut Sudikno Mertokusumo adalah keterangan sgosaksi yang
diperolehnya dari pihak ketiga. Dicontohkan pihadtida mengetahui secara
langsung bahwa kedua belah pihak yang berperkaraalpe mengadakan
perjanjian hutang piutang. Kemudian pihak ketigasdbut menceritakan
pengetahuannya kepada saksi. Di persidangan saksberikan kesaksian bahwa
ia mendengar dari pihak ketiga dan memberikan &etggm yang diperolehnya

dari pihak ketiga tersebut. Inilah yang disebutitesnium de auditG? Akan

% Teguh Samudera, ibid., him. 68
2L M. Yahya Harahap, him. 661.
2 sudikno Mertokusumo, him. 162
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tetapi testimonium de auditu bukan merupakan spahdapat atau persangkaan
yang didapat secara berpikir.

Bentuk keterangan demikian dalam Common Law disetesrsay
evidence. Pengertian testimonium de auditu dengan hearsiiyesg dalam
Common Law, sama-sama memiliki definisi yang medgag pengertian berupa
keterangan yang diberikan seseorang yang berisiyagran orang lain baik
secara verbal, tertulis, atau dengan cara’fain.

Setelah memperhatikansyarat-syarat  kesaksian yang telah dijelaskan
sebelumnya, makaestimonium de auditu jelas-jelas tidak memenuhi syarat
kesaksian. Dalam praktek pun, tampaknya belumpiargatulaw standard yang
baku, sehingga belum terbinaifeid legal frame work danunified legal opinion.

Sebagai contoh kasumengenaitestimonium de auditu, adalah dua putusan
MA (1997:221).Pertama, Putusan Nomor: 329 K/Sip/1973, tanggal 25 Nopember
1975, yang telah membenarkan pertimbangan Pengabliégmeri dan Pengadilan
Tinggi, menyatakan bahwa keterangan saksi-saksa pasumnya adalah menurut
perasaan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan &dfampir semua kejadian atau
perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dakidek mempunyai surat, tetapi
adalah berdasarkan pesan turun temurun, sedanghesirssksi yang langsung
menghadapi perbuatan hukum itu dahulunya, sudalk tda lagi yang diharapkan
hidup sekarang, sehingga dengan demikian, pdgsam temurun itulah yang dapat
diharapkan sebagai keterangan, dan menurut pengetaHakim Majlis sendiri,
pesan-pesan sepert ini oleh masyarakat Batak, ugaudianggap berlaku dan benar.

Dalam pada itu, harus pula diperhatikan, tentang siapa pesan itu diterima, dan

2 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Inelsia, Bandung: Sumur, 1978, cet. 7, him. 115
%M. Yahya harahap, him. 661
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orang yang memberi keterangan bahwa dialah yangsleng menerima pesan
tersebut. Oleh karena itu, dari sudut inilah dirkketerangan saksi-saksi tersebut.

Kedua, Putusan Nomor: 308 K/Sip/1959, tanggal 11 Nopeni®&9, yang
menyatakan bahwgestimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti
langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersamggebagai persangkaan yang
dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidakailg undang-undang.

Dari kedua putusan tersebut jelas tergambar bahwa ddlam putusan
pertama membenarkatestimonium de auditu sebagai alat bukti yang memenuhi
syarat formal dan material, sehingga dapat dijaditasar untuk memutus perkara.
Sedang pada putusan kedua, lembaga yudicial tgrtidg Republik ini tidak
membenarkan dan tidak mengakui kapag#stemonium de auditu sebagai alat bukti
yang mampu berdiri sendiri, sehingga tidak mempunifai kekuatan pembuktian
yang berkualitas mendukung keterbuktian fakta atkilil, karena ia hanya
dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan.

Tetapi agaknya, upaya ke arah terciptafga standard yang baku guna
membina unified legal frame work dan unified legal opnion dalam penerapan
testimonium de auditu sudah mulai terkuak, di mana MA dalam buku "wayjilntuk
rechtelijke ambtenaar ketika membicarakan soal pembuktian, menunjuk pada
pendapat Subekti yang tertuang dalam bukunya "HulRembuktian”. Dalam
kaitannya dengartestimonium de auditu, yang oleh Subekti dinamakannya dengan
"kesaksian dari pendengaran” (1997:45), ia mengada Putusan MA yang kedua
tersebut, seraya mengemukakan bahwa mula-mula bgays mengajarkan bahwa
keterangan seorang saksi yang memberikan suatak%eas dari pendengaran”, tidak
ada nilainya sama sekali. Sebagai kesaksian, kei@na dari pendengaran itu

memang tidak ada nilainya. Tetapi, bukan beratiwzahakim lantas dilarang untuk
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menerimanya. Yang dilarang adalah jika saksi mknkesimpulan-kesimpulan,
memberikan pendapat atau perkiraan-perkiraan. Kalda beberapa saksi yang
masingmasing menerangkan bahwa mereka mendengdemmigat bahwa ia telah
membeli tanah sengketa, maka dapat dimengerti bahalkm tidak boleh
menganggap pembelian itu sebagai telah terbukialsgumlah berbagai keterangan
yang masing-masing kosong itu, masih tetap nitgimhn demikian, ia mempunyai
nilai untuk mempercayai keterangan lain yang benssalnya keterangan saksi lain
yang memenuhi syarat formal dan material, ataukumenyusun suatu persangkaan.
Jadi tidaklah benar kalau kesaksdmauditu itu tidak bernilai sama sekali. la tidak
bernilai sebagai kesaksian bila dipergunakan seladai langsung, tetapi bernilai
sebagai suatu sumber persangkaan, di mana dasing&esan itu dapat disimpulkan

terbuktinya sesuatty.

Kekuatan Testimonium De Auditu
Terkadang saksi de auditu pada suatu ketika sangatting

(indispensability) untuk mendapat kebenaran dalebetapa kasus. Maka dalam
hal tertentu, perlu diatur keadaan yang bersifaepgional yang membenarkan
atau mengakui testimonium de auditu sebagai al&ti.b@alah satu alasan
eksepsional yang dapat dibenarkan dalam Common baabila saksi utama
yang mengalami, melihat, dan mendengar sendiri mggai dunia, dan sebelum
ia meninggal menjelaskan segala sesuatu peristista kepada seseorang. Dan

peristiwva yang dipermasalahkan tidak dapat terumgéapa ada penjelasan dari

% www.badilag.net
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seseorang yang mengetahuinya, maka dalam kasus ganugkian secara
eksepsional dapat dibenarkan testimonium de asdliagai alat bukff’

Dalam penerapannya di peradilan perlu dilihat \miiayang mendasari
sejauh mana kekuatan testimonium de auditu dalaaktiprperadilan. Secara
umum ditolak sebagai alat bukti

Keterangan saksi yang bersumber dari cerita ataerdtgan yang
disampaikan orang lain kepadanya berarti beratleadikategori keterangan saksi
yang dibenarkan pasal 171 HIR, pasal 1907 KUH Rarda

Tidak diterimanya saksi de auditu sebagai alat ibudrupakan aturan
umum yang masih dianut para praktisi sampai segar&aksi yang tidak
mendasarkan keterangannya dari sumber pengetahebagasmana yang
digariskan pasal 171 ayat (1) HIR dan pasal 19Gt &y KUH Perdata, tidak
diterima sebagai alat bukti.

Sudikno berpendapat, pada umumnya kesaksian detuauitiak
diperkenankan karena keterangan itu tidak berhudourengan peristiwa yang
dialami sendiri. Dengan demikian maka saksi de taudukan merupakan alat
bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

Subekti juga berpendapat hal yang sama, antarariamgatakan bahwa
saksi de auditu sebagai keterangan yang didasg@&@da pandangan dari orang
lain tentang sesuatu, “tidak ada harganya samali'seKamun hakim tidak
dilarang memeriksanya dalam sidang pengadilan. &ahkerkesan dapat

membenarkan penerapannya secara eksepsional uahécima keterangan saksi

%% 1bid.



49

de auditu apabila mereka terdiri dari beberapa gyratan keterangan yang
disampaikan langsung mereka dengar dari tergugatpnggugat sendiri.

Testimonium de auditu bukan merupakan pendapatpsiasangkaan yang
didapat secara berpikir, maka dari itu tidak ditgraTetapi bahwa yang harus
dikemukakan saksi adalah suatu kenyataan, maka agisng dapat
mempergunakannya untuk menyusun suatu alat buktiphepersangkad.
Karena undang-undang tidak melarang hakim untuk ymgulkan adanya
persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang giadean kepada saksi.

Memang diakui, jarang ditemukan putusan yang memgfkoksikan
kesaksian de auditu sebagai alat bukti persangketapi bukan berarti tidak ada
sama sekali.

Berdasarkan pasal 1922 KUH Perdata, pasal 173 H#Rjm diberi
kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu apakailh disvujudkan sebagai
alat bukti persangkaan, asalkan hal itu dilakukangdn hati-hati dan saksama.
Hanya saja menurut pasal ini yang dapat dijadikamb&r atau landasan alat
bukti persangkaan yang tidak berdasarkan undangagndalah dari saksi
bantahan atau akta. Dengan demikian persangkaam disimpulkan dari de
auditu agar tidak melanggar undanng-undang, makas ldibantu landasan dari
sumber lain yaitu akta ataupun bantahan (jawabplikjld®

Dari penjelasan di atas, pada prinsipnya testimorda auditu tidak dapat
diterima sebagai alat bukti. Pada umumnya sikaftigidnukum secara otomatis

menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yangreegtatif.

27 irjono Prodjodikoro, him. 115
% M. Yahya Harahap, him. 665



